
GL'BTi$iLR GGRGNTALO
PERATUMN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR ]1 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABAMN PERTANGGUNG]AWABAN PEI.AKSANMN ANGGIIRAN PENDAPATAN DAN

BELAN]A DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN AI\GGAMN 2012

Menimbang

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran ?:ALZ sebagai

rincian lebih lanjut dari peftanggungjawaban pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebag;aimana dimaKud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalg tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanenn Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran ZA12;

Undang-Undang Nomor tZ Tahun 1985 tentang Pajak Bumi diln

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19135

Nomor 68, Tambahan Lembaran Ner3ara Republik Indones;ia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor LZ Tahun L994 (Lembaran Negara Republik Indones;ia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mengingat : 1.

Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 trentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran l\egara Republik Indone:;ia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i00

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone:;ia

Nomor 4060); li
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7.

4.

5 .

8.

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia ]'ahun 2003 Nomor 4'|,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarrg Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor li,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriKaern

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaretn

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
-fahun 2004 Nomor t25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan'3-

Undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenrtang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia ltahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48+4)l

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerilh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor t']-6

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra$at, Dewinn

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ra$at Daerah (Lembariln

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc,r 50a3);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dian

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'09

Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 terntang tentang Pencabutan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undan$ Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20t0 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5L37);
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12. undang-undang Nomor tz Tahun 20LL tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 5?3il;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun .1000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2:10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DpRD sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nrogdrd Republik Indonesia
Nomor 4416);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2:005 tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tanrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indclnesia Tahun 2005 Nomc,r
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20C15 tentang Hibah Kepad,a
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaarr

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrlik Indonesia Tahun 20015
Nomor I4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia
Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3

Pedoman
(Lembaran

Tambahari

'-----/

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG
PENJABAMN PERTANGGUNGJAWABAN PHI.AKSANMN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGAMN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2012 sebagai
berikut:

a. Pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 180.039.376.122,83
2. Dana Perimbangan Rp. 753.130.559.335,00

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 0.00

JumlahPendapatan Rp. 933.169.935.457,83
b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai

b) Befanja Bunga

c) Belanja Subsidi

d) Belanja Hibah

Rp. 209.099.424.239,00

0,00

e) Belanja Bantuan Sosial Rp. 39.250.000,00

0 Belanja Bagi Hasil Pajak Rp. 55.1ir82.732.653,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 16.088.905.599,00

h) Belanja Tak Terduga Rp. 193.987.000,00

Rp.

Rp. 1.506.660.000,00
Rp. 182.988.988. 187,00

Rp. 465.099.947 .678,00

Rp. 32.854.601.863,00

Rp. 248.669.037 .594,00

Rp, 138. 197 .573.55L,40

Rp. 419.!)21.213.108,00
lumlah Belanja Rp. 885.021.160.786,00

Surplus/(Defisit) Rp. 48.1i48.774.67L,83

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Rp. 48.L48.774.67L,83

2. Pengeluaran Rp. 11.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 52.9'68.778.645,9L
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan (SILPA) Rp. 101.1.L7.553.3L7,74

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang dan lasa

c) Belanja Modal
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedomern

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia I ahun 2005 Nomor 161i,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6lfl;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Peftanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7t rahun 2010 tentang standerr
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
27. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2C106 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006
Nomor 03 Seri E);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran

2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo T'ahun 2011 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provin:;i

Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provins;i
Gorontalo Tahun Anggaran 20L2 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalic
Tahun 2013 Nomor 6).

4
------,

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini,

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisas;i anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dalam Berita Daerah.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 3T
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
30 Juli 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
30 Juli 2013


